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Abstrak 
Impementasi pembinaan kemadirian bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan 
dirasa sangat penting karena perempuan juga memiliki hak atas kelangsungan hidupnnya. 
Dengan implementasi pembinaan kemandirian ini bertujuan agar narapidana perempuan dapat 
melangsungkan kehidupannya setelah bebas dengan menggunakan keahlian yang diberikan saat 
berada didalam Lembaga Pemasyarakatan. Lokasi yang dipilih peneliti yaitu di Lembaga 
Pemasyaratan kelas IIB Ngawi. Dalam penelitian ini metodenya adalah pendekan deskriptif 
kualitatif dengan data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi kepada 
petugas maupun narapidana perempuan. Dengan data yang diperoleh maka menghasilkan suatu 
kendala yang dialami selama menjalankan program pembinaan kemandirian bagi narapidana 
perempuan yaitu sarana dan prasarana yang masih belum mamadai dan kurangnya minat dalam 
mengikuti program pembinaan kemandirian. Dengan adanya penelitian ini dapat diperoleh solusi 
yaitu dengan meningkatkan sarana dan prasarana guna meningkatkan produktivitas barang 
maupun minat dari narapidana perempuan. 
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Di Negara Indonesia narapidana 
dan anak didik pemasyarakatan berhak 
mendapatkan  pembinaan untuk 
membuat mereka menjadi lebih baik 
lagi dari sebelum masuk di Lembaga 
Pemasyarakatan. Unit pelaksana teknis 
Lembaga pemasyarakatan harus 
menjadi wadah untuk melaksanakan 
atau membarikan hak narapidana 
tersebut. Dalam Undang-Undang nomor 
12 tahun 1965 yang mengatur tentang 
pemasyarakatan pada pasal 1 butir (3) 
yang menyatakan bahwa yang 
dimaksud dengan Lembaga 
Pemasyarakatan adalah tempat 
melaksanakan program pembinaan 
kepada narapidana atau anak didik 
pemasyarakatan. Sedangkan pada pasal 
3 di Undang-Undang yang sama 
dinyatakan jika Sistem Pemasyarakatan 
memiliki fungsi yaitu mempersiapkan 
warga binaan pemasyarakata untuk 
bisa berintegrasi di masyarakat dengan 
baik sehingga dapat mengembalikan 
kembali hubungan baik diantara 
masyarakat dengan warga binaan 
pemasyarakatan. 
Dengan pulihnya kembali 
hubungan baik antara warga binaan 
pemasyarakatan dengan masyarakat 
karena terlaksananya system 
pemasyarakatan, hal ini bertujuan 
untuk menghindari pengulangan 
kembali kejahatan atau tindak pidana 
yang pernah dilakukan narapidana 
sehingga masyarakat dapat terlindungi 
dari kejahatan atau tindak pidana 
tersebut. Dengan Lembaga 
Pemasyarakatan yang telah 
menjalankan fungsinya dengan baik 
maka hal ini bertujuan untuk 
memberikan nilai lebih pada 
narapidana. Salah satu kegiatan yang 
dapat mewujudkan hal tersebut yaitu 
dengan cara melaksanakan suatu 
program pembinaan kepada para 
narapidana. Dalam memberikan atau 
melaksanakan program pembinaan 
tersebut Lembaga Pemasyarakatan juga 
memiliki fungsi yaitu di bidang 
Lembaga Pendidikan dan Lembaga 
pembangunan bagi seorang narapidana. 
Unit pelaksana teknis Lembaga 
Pemasyarakatan memberikan dua 
bentuk program pembinaan yaitu 
program pembinaan kepribadian dan 
pogram pembinaan kemandirian. 
Dalam penelitian ini peneliti membahas 
tentang program pembinaan 
kemandirian. Pembinaan kemandirian 
pada narapidana di Indonesia 
dilaksanakan dengan berdasarkan 
sistem pemasyarakatan. Sejak tahun 
1964 sistem pemasyarakatan sudah 
digunakan dan dicetuskan di Negara 
Indonesia. Dan pada tahun 1965 
barulah secara sistematis pengaturan 
sistem pemasyarakatan dibentuk dalam 
bentuk undang-undang dan aturan 
pendukung lainnya. Di dalam Undang-
Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang 
pemasyarakatan mengatur Sistem 
pemasyarakatan bermaksud agar 
mencetak warga binaan 
pemasyarakatan atau narapidana untuk 
menjadi manusia seutuhnya, sadar akan 
kesalahan, mengubah diri kearah yang 
lebih baik dan tidak melakukan kembali 
tindak pidana atau kejahatan sehingga 
lingkungan masyarakat dapat 
menerimanya, bisa aktif berperan 
didalam pembangunan, dan bisa hidup 
secara normal sebagai warga negara 
yang baik dan bertanggung jawab akan 
hukum yang berlaku. 
Di unit pelaksana teknis Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi ini 
terdapat juga narapidana perempuan 
yang membutuhkan program 
pembinaan kemandirian. Perlu 
dipahami perempuan pada dasarnya 
dalam budaya masyarakat Indonesia 
erat dengan fungsi domestik agar 
meningkatkan kualitas kehidupan 
keluarganya. Perempuan dalam aspek 
pembangunan kualitas kehidupan 
keluarga berkontribusi besar dalam 
mengatur ekonomi rumah tangga, 





kesehatan keluarga, dan pendidikan 
bagi anak-anaknya. 
Selain itu peran perempuan pada 
pembangunan ekonomi nasional tidak 
kalah dengan laki-laki. Menurut data 
pada Badan Pusat Statistik tahun 2015 
(Kementrian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, 
2016: 21) penggerak roda 
pembangunan ekonomi sebesar 46% 
dari perempuan yang berusia 15 tahun 
ke atas berperan terhadap 
perekonomian negara. Perempuan saat 
ini tidak kalah kualitas sebagai tenaga 
kerja ahli, terbukti dengan dalam 
pengambilan suatu keputusan yang 
didalamnya perempuan ikut terlibat di 
bidang penyelenggaraan otonomi 
pemerintahan, swasta, dan organisasi 
sosial masyarakat. Persentase 
perempuan sebagai manajer dan tenaga 
profesional pada tahun 2015 sebesar 
46,03% meningkat jika dibandingkan 
pada periode lima tahun sebelumnya 
yaitu 44,02% di tahun 2010 
(Kementrian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, 
2016: 67-68). Akan tetapi data Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) 
perempuan masih tertinggal dari laki-
laki. Periode tahun 2010 sampai 2015 
menunjukan IPM yang dimiliki laki-laki 
sudah tergolong dalam kriteria 
pencapaian tinggi yaitu diantara 70 
sampai 80, sedangkan IPM yang dimiliki 
oleh perempuan masih dalam taraf 
sedang yaitu diantara 60 sampai 70 
(Badan Pusat Statistik, 2017). Dengan 
demikian pembinaan kemandirian yang 
diberikan kepada narapidana 
perempuan sangat penting untuk 
meningkatkan kualitas atau keahlian 
dari perempuan tersebut dalam bidang 
ekonomi.  
Dalam penelitian ini kita akan 
mencari tahu bagaimana pelaksanaan 
pembinaan kemandirian yang 
diterapkan di unit pelaksana teknis 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB 
Ngawi. Dengan diperolehnya data 
informasi mengenai pelaksanaan di 
bidang pembinaan kemandirian yang 
ada di Lembaga Pemasyarakatan 
tersebut maka peneliti juga akan 
mengetahui hambatan atau kendala 
yang dialami selama pelaksanaan 
pembinaan kemandirian tersebut. 
Hambatan atau kendala tersebut harus 
bisa diatasi saat pelaksanaan program 
pembinaan kemandirian tersebut 
dilaksanakan sehingga para narapidana 
perempuan dapat memperoleh 
keahlian dari program pembinaan 
tersebut. jika program pembinaan 
kemandririan berjalan lanncar maka 
dapat terwujudnya penerapan sistem 
pamsyarakatan yang menjadi dasar dari 
program pembinaan kemandirian 
tersebut dilaksanakan. Jadi Lembaga 
Pemasyarakatan dapat melaksanakan 
tugas dan fungsinya dengan baik sesuai 
dengan peraturan yang berlaku di 
Negara Indonesia.  
Dengan tercapainya tujuan dari 
penelitian ini yaitu memperoleh data 
informasi tentang implemtasi 
pembinaan kemandirian kepada 
narapidana perempuan yang 
dilaksanakan di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi hal ini 
dapat mengahsilkan manfaat bagi 
petugas yang melaksanakan tugasnya 
sebagai pelaksana pemberian program 
pembinaan kemandirian di Lembaga 
Pemasyarakatan. Selanjutnya manfaat 
dari penelitian ini ada untuk menambah 
pengetahuan bagi peneliti mengenai 
pelaksanaan pembinaan kemandirian 
narapidana perempuan di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi. 
Dengan hal tersebut diharapkan 
peneliti dapat memberikan masukan 
dalam peningkatan kualitas pembinaan 
kemandirian narapidana perempuan di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB 
Ngawi. Dengan penelitian ini bisa 
dijadikan bahan bacaan serta dapat 
digunakan sebagai dasar acuan 
terhadap penelitian pembinaan 
kemandirian di Lembaga 
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Metode pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif, penelitian 
kualitatif yakni penelitian yang tidak 
mempergunakan perhitungan data. 
Penelitian kualitatif ini adalah 
penelitian ilmiah yang lebih mengarah 
kepada karakter alamiah dari sumber 
data. Dalam penelitian ini tergolong 
jenis atau bentuk penelitian pada studi 
kasus yang terjadi pada suata Lembaga 
Pemasyarakatan. Penelitian ini 
mempergunakan pendekatan kualitatif 
dan sekaligus termasuk dalam 
penelitian studi kasus maka hasil dari 
penelitian ini bersifat analisis-deskriptif 
yaitu berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dari hasil wawancara dan dari 
perilaku yang diamati terutama terkait 
dengan pola pembinaan kemandirian di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB 
Ngawi.  
Dalam penelitian ini teknik 
pengumpulan data yang digunakan 
untuk mengetahui informasi dengan 
cara melalui wawancara kepada 
narapidana perempuan dan petugas 
pelaksana pembinaan kemandirian 
secara langsung. Selanjutnya dilakukan 
observasi disaat melakukan wawancara 
serta dokumentasi saat pengumpulan 
data. Metode analisi data yaitu dengan 
pengumpulan data penelitian yang 
berbentuk uraian secara sistematis 
kemudian dianalisa secara kualitatif 
yaitu berfungsi menetapkan fokus 
penelitian, memilih informasi sebagai 
sumber data, melaksanakan 
pengumpulan data, memberikan 
penilaian kualitas data, analisis 
terhadap data tersebut , menafsirkan 
data, serta membuat kesimpulan dari 
penelitian yang telah dilakukan. 
Selanjutnya metode penyajian data 
setelah data penelitian tersebut 
diperoleh dan dikumpulkan, maka data 
penelitian tersebut akan di teliti 
kembali, selanjutnya akan di sajikan 
dalam bentuk kualitatif, uraian 
sistematis sehingga mudah dipahami 
dan untuk menjamin keabsahan data di 
pertanggung jawabkan sesuai dengan 
keadaan lapangan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
a.  Implementasi Pembinaan 
Kemandirian Narapidana Perempuan di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB 
Ngawi.  
Di dalam proses peradilan pidana 
Lembaga Pemasyarakatan memiliki 
peran yaitu melaksanakan kewajiban 
sebagai pelaksana pemasyarakatan bagi 
narapidana  yang menjalani masa 
pidananya di Lembaga 
Pemasyarakatan. Selama narapidana 
menjalankan hukumannya atau masa 
pidananya, Lembaga Pemasyarakatan 
berkewajiban untuk menbina dan 
mendidik narapidana tersebut. Cara 
untuk membina dan mendidik 
narapidaan tersebut adalah dengan 
cara memberikan program pembinaan.  
Tujuan dilaksanakannya program 
pembinaan tersebut adalah untuk 
memberikan bekal kepada narapidana 
setelah bebas dari masa pidananya para 
narapidana tersebut dapat bersikap dan 
berperilaku sesuai dengan aturan atau 
norma-norma yang berlaku di 
masyarakat serta tidak mengulangi 
kembali perbuatan kejahatan atau yang 
melanggar hukum pidana sehingga 
narapidana tersebut bisa diterima 
kembali oleh masyarakat dengan 
seutuhnya.  
 Pembinaan kemandirian bagi 
narapidana perempuan yang dilakukan 
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB 
Ngawi yaitu meliputi pelatihan 
memasak, menjahit, menyablon kaos, 
dan merajut. Pelatihan memasak yang 
dilakukan kepada narapidana 
perempuan ini bertujuan untuk 
memberikan pelatihan memasak 
sehingga saat berada diluar bebas dari 





masa pidananya mereka dapat 
melanjutkan usaha sebagai seorang 
juru masak atau bisa juga dengan 
membangun usaha rumah makan kecil 
untuk menyambung kehidupannya.  
 Selanjutnya ada pembinaan 
kemandirian yang berupa pelatihan 
menjahit kepada narapidana 
perempuan. Pelatihan ini bertujuan 
untuk memberikan keahlian menjahit 
kepada narapidana perempuan yang 
sedang mengikuti program pembinaan 
tersebut. Selayaknya perempuan yang 
memiliki keuletan dalam berkerja maka 
pelatihan menjahit ini sangat cocok 
diberikan kepada narapidana 
perempuan. Dengan keuletan tersebut 
diharapkan narapidana perempuan 
dapat menghasilkan suatu produk 
barang yang bagus dan berguna 
sehingga laku dijual dipasar luar. 
 Pembinaan kemandirian yang 
ketiga adalah palatihan sablon kaos. 
Pelatihan ini diberikan kepada 
narapidana perempuan karena 
perempuan sangat cocok untuk 
menggeluti bidang usaha konfeksi ini. 
Dengan kecocokan tersebut narapidana 
setelah bebas pasti dapat menggunakan 
keahliannya yaitu sablon dalam 
mencari uang di kehidupannya. Dengan 
membuka jasa sablon pasti narapidan 
yang sudah bebas tidak perlu susah 
payah dalam mencari pekerjaan karena 
sudah memiliki keahlian tersebut. 
 Yang keempat pembinaan 
kemandirian yang diberikan yaitu 
berupa pelatihan merajut. Pelatihan ini 
ditujukan kepada narapidana 
perempuan karena dirasa jiwa 
perempuan yang lembut pasti serasi 
dengan pekerjaan sebagai seorang 
pengrajut. Keahlian ini jika ditekuni 
pasti akan menghasilkan suatu produk 
yang dapat digunakan dan diminati oleh 
masyarakat. Keempat program 
pembinaan kemandirian yang ada di 
Lembaga Pemasyaraktan yang 
diberikan kepada narapidana 
perempuan pasti bertujuan untuk 
memberikan bekal keahlian yang dapat 
bermanfaat untuk mencari pekerjaan 
saat mereka bebas dari masa 
pidananya. Suatu program pembinaan 
kemandirian tersebut pasti memiliki 
hambatan juga dalam pelaksanaannnya 
sehingga perlua adanya evaluasi 
kegiatan pembinaan kemandirian 
tersebut. ini bertujuan untuk membuat 
program pembinaan kemandirian 
kedepannya semakin lebih baik lagi.  
 
b.  Kendala Dalam Pengimplentas
ian Pembinaan Kemandirian Narapida
na Perempuan di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi  
1. Biaya Pelaksanaan Pembinaan 
Dengan adanya suatu program 
pembinaan kemandirian pasti 
membutuhkan sesuatu yang tidak jauh 
dari biaya pelaksanaan program 
pembinaan tersebut. Dengan adanya 
biaya pelaksanaan program pembinaan 
tersebut sangat berperan penting bagi 
terlaksananya suatu program 
pembinaan kemandirian tersebut 
secara optimal. kondisi yang ada di 
lapangan yaitu  di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi 
berbeda dengan yang diharapkan dalam 
masalah anggaran yang diperuntukan 
untuk berjalannya suatu program 
pembinaan kemandriian tersebut. 
kondisi ini mengakibatkan kurang 
optimalnya dalam pengimplementasian 
program pembinaan kemandirian yang 
ada di Lembaga Pemasyarkatan 
tersebut. Dengan kurang optimalnya 
program pembinaan kemandirian 
tersebut maka hasil yang diperoleh oleh 
narapidana perempuan pun belum 
maksimal.  
2. Tenaga Teknis Pelaksana 
Suatu program pembinaan 
kemandirian yang diberikan kepada 
narapidana perempuan ini juga akan 
berjalan dengan maksimal jika tenaga 
teknis pelaksana yang memberikan 
program pembinaan kemandiri 
tersebut kompeten dalam bidang ini. 
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Dengan tenaga teknis pelaksana 
program pembinaan kemandririan 
tersebut kompeten maka hasil 
pelatihan keahlian yang diberikan pun 
akan maksimal. Dan narapidana 
perempuan pun akan memiliki keahlian 
yang dibutuhkan saat bebas nantinya. 
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB 
Ngawi ini belum memiliki tenaga teknis 
pelaksana yang kompeten atau ahli 
dalam memberikan program 
pembinaan kemandirian tersebut. hal 
ini bisa memberikan celah terjadinya 
kegagalan dalam mencapai tujuan 
program pembinaan kemandirian. 
3. Sarana dan Prasarana  
 Sarana dan prasarana tak kalah 
pentingnya diantara biaya dan tenaga 
teknis dalam melaksanakan suatu 
program pembinaan kemandirian bagi 
narapidana perempuan di Lembaga 
Pemasyarakatan. Dengan didukung 
adanya sarana dan prasarana yang 
lengkap maka program pembinaan 
kemandirian di Lembaga 
Pemasyarakatan pasti akan berjalan 
dengan optimal. di Lembaga 
pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi sarana 
dan prasarana guna program 
pembinaan kemandirian bagi 
narapidana perempuan masih belum 
cukup untuk terlaksanannya program 
pembinaan kemandirian secara 
maksimal. Contohnya pada program 
pelatihan sablon yang hanya terdapat 
satu alat cetak sablon dengan jumlah 
narapidana perempuan yang mengiktui 
program pelatuihan tersebut sebanyak 
10 orang. Hal ini mengakibatkan 
narapidana perempuan dalam 
mengikuti program pelatihan tersebut 
kurang mengusai.  
4. Narapidana Perempuan 
Sebagus-bagus program 
pembinaan kemandirian yang 
diberikan jika narapidana kurang 
antusias dan bekerjasama itu sama saja 
program pembinaan kemandirian 
tersebut bisa dikatan gagal. Hal tersebut 
menjadi kendala dalam 
penyelenggaraan pembinaan 
kemandirian bagi narapidana 
perempuan di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II B Ngawi. Hal 
tersebut juga mengakibatkan tidak 
lancar jalannya program pembinaan 
kemandirian yang diberikan kepada 
narapidana perempuan di Lembaga 




1. Implementasi program 
pembinaan kemandirian bagi 
narapidana perempuan yang 
dilaksanakan oleh Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi masih 
kurang baik, hal tersebut dapat dilihat 
dari hasil wawancara peneliti kepada 
responden yaitu petugas 
pemasyarakatan dan narapidana 
perempuan. Hal tersebut yang 
mengakibatkan terdapatnya 
narapidana perempuan yang suadah 
bebas dari masa pidananya masih 
memiliki kemungkinan untuk 
mengulangi perbuatannya yang 
melanggar hukum saat kembali lagi ke 
masyarakat dikarena belum mengalami 
perubahan perilaku dan sikap kearah 
yang lebih baik. 
2. Program pembinaan 
kemandirian yang diberikan kepada 
narapidana perempuan oleh Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi 
bertujuan untuk membuat narapidana 
perempuan  mempunyai keahlian 
khusus yang bermanfaat untuk 
narapidana perempuan tersebut. 
Keahlian khusus tersebut juga bisa 
dijadikan bekal setelah bebas dari 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB 
Ngawi  
3. Timbulnya kendala atau 
hambatan yang dihadapi oleh Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi dalam 
melakukan program pembinaan 
kemanndirian bagi narapidana 
perempuan. kendala tersebut adalah 
biaya pelaksanan pembinaan yang 





masih kurang, tenaga teknis pelaksana 
dibidang pembinaan narapidana yang 
kurang kompeten, sarana dan 
prasarana pendukung pembinaan 
kemandirian kurang memadai serta 
belum tercapainya kerjasama para 
narapidana perempuan untuk ikut 
dalam program pembinaan 
kemandirian serta narapidana 
perempuan yang kurang antusias 
mengikuti program pembinaan 
kemadirian.  
Saran  
1. Pihak pemerintah harus 
menyediakan tambahan anggaran yang 
digunakan pada pelaksanaan program 
pembinaan kemandirian bagi 
narapidana perempuan. Hal ini 
bertujuan untuk memaksimalkan 
program pembinaan kemandirian bagi 
narapidana perempuan yang 
dilaksanakan oleh Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi, 
karena di Lembaga Pemasyarakatan 
tersebut masih kurang dalam jumlah 
anggaran untuk program pembinaan 
kemandirian bagi narapidana 
perempuan. 
2. Peningkatan kualitas dan 
kuantitas petugas pemasyaraktan yang 
melaksanakan pembinaan kemandirian 
bagi narapidana perempuan di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB 
Ngawi harus segera dilaksanakan 
karena hal ini sangat penting untuk 
menunjang keberhasilan dari program 
pembinaan kemandrian tersebut. 
3. Peningkatan sarana dan 
prasarana dalam program pembinaan 
kemandirian bagi narapidana 
perempuan di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi juga 
harus dilakukan. Hal ini akan 
mewujudkan program pembinaan 
kemandirian yang berhasil dan berjalan 
secara optimal sesuai dengan tujuan 
system pemasyarakatan. 
4. Perubahan pikiran 
narapidana perempuan juga harus 
dilakukan. Hal ini dapat dilakukan 
dengan cara memberikan reward and 
punnisment sebagai motivasi agar 
narapidana perempuan lebih giat dalam 
melaksanakan program pembinaan 
kemandirian, Dengan hal tersebut maka 
kerjasama dan antusiasme narapidana 
perempuan di Lembaga 
Pemasyarakatan akan timbul dalam 
pelaksanan program pembinaan 
kemandirian yang diberikan. Selain itu 
menyadarkan narapidana perempuan 
bahwa pembinaan kemandirian bukan 
hanya bermanfaat bagi Lembaga 
Pemasyarakatan namun juga 





Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak. (2016). Pedoman 
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis 
Masyarakat. Jakarta: KEMENPPPA 
 
Dhiniyati, N.W. (2019). Pembinaan 
narapidana melalui pendidikan keterampilan 
pembuatan sandal untuk kemandirian (Studi 
pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota 
Tasikmalaya). Indonesian Journal Of Adult and 
Community Aducation. vol 1 no 1. 
 
Equatora, M.A. (2018). Efektivitas 
Pembinaan Kemandirian Narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan 
Yogyakarta. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 7. 
 
Mardiana, Naping, H., Hajar, A.I., 
(2016)Implementasi Sistem Pembinaan 
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIA Palu.  
 
Maryanto, Rahmawati,D.,  Rini, I., (2014). 
Pelaksanaan Pembinaan yang Bersifat 
Kemandirian Terhadap Narapidaa di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi. Jurnal 
Pembaharuan Hukum, vol 1 no 1. 
 
Ningtyas, E.S.,  Gani, A., Sukanto. (2013). 
Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana 
pada Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka 
Pengembangan Sumber Daya Manusia ( Studi 
pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA 
Lowokwaru Kota Malang). Jurnal Administrasi 
Publik (JAP), 1266-1275 
 
Lingga Adi Sektiawan 




Ramadhani, M., (2016). Pelaksanaan 
program pembinaan narapidana wanita di 
lembaga pemasyarakatan wanita klas IIA 
Sungguminasa. Jurnal Administrasi Publik, vol 2 
no 3. 
 
Sudiarsana, I.K. (2019). Pembinaan 
kemandirian narapidana dalam mewujudkan 
tujuan pemasyarakatan di lembaga 
pemasyarakatan perempuan kelas II B  
Yogyakarta. Diunduh dari 
http://etd.repository.ugm.ac.id/ 
 
Yudiana, I.K., Dkk. (2019). Pembinaan 
narapidana dalam pengembangan sumber daya 
manusia (studi pada lembaga pemasyarakatan 
kelas 1 kota malang).  Jurnal Respon Publik. 
2302-8432 
 
Sulistya, B.A. (2019). Pelaksanaan 
pembinaan narapidana wanita di lembaga 
pemasyarakatan perempuan (LPP) kelas II B 
Yogyakarta ditinjau dari perspektif gender. 
Jurnal Pendidikan Luar Sekolah. vol 8 no 7. 
 
Hamja. (2015). Model pembinaan 
narapidana berbasis masyarakat (community 
based corrections)dalam system peradilan 
pidana. Mimbar hukum. 445-458 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
